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KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR :         /KPTS/ B.a.VII. 03/2019
TENTANG

MEKANISME PELAYANAN PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  DAERAH

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

	
	
	b.
	bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur mekanisme pelayanan pajak daerah;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Lampung Tengah tentang Mekanisme Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodenesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);


	
	
	3.
	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

	
	
	5.
	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

	
	
	6.
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

	
	
	7.
	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

	
	
	9
	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

	
	
	10.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

	
	
	11.
	Paraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

	
	
	12.
	Paraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 ;

	
	
	13.
	Paraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

	
	
	14.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

	
	
	15.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

	
	
	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;


	
	
	17.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

	
	
	18.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

	
	
	19.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

	
	
	20.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

	
	
	21.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Rekame;

	
	
	22.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pajak Minerba.


	Memperhatikan
	:
	Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 68 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Administrasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah


	MEMUTUSKAN :



	KESATU
	:
	Jenis Pajak Daerah dalam keputusan ini,  terdiri atas :


	
	a.
	Pajak Reklame

	
	b.
	Pajak Air Tanah

	
	c.
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

	
	d.
	Pajak Hotel 

	
	e.
	Pajak Restoran

	
	f.
	Pajak Parkir

	
	g.
	Pajak Minerba

	
	h.
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

	
	i.
	Pajak Hiburan

	
	
	

	KEDUA
	:
	Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf i, dipungut dengan  menggunakan Official Assesment dan Self Assesment System.


	KETIGA
	:
	Ketentuan mengenai Mekanisme Pelayanan Pajak Daerah  sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEEMPAT
	
	Mekanisme  Pajak Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari :


	
	1.
	Dasar Hukum

	
	2.
	Persyaratan

	
	3.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	
	4.
	Jangka Waktu Penyelesaian

	
	5.
	Biaya

	
	6.
	Tarif Pajak

	
	7.
	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

	
	8.
	Kompetensi Pelaksana

	
	9.
	Pengawasan Internal

	
	10.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

	
	11.
	Jumlah Pelaksana

	
	12.
	Jaminan Pelayanan

	
	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

	
	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana

	
	
	

	KELIMA
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


	
	Ditetapkan di
	:
	Gunung Sugih

	
	Pada tanggal
	:
	       April  2019

	
	
	
	

	
	


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah ( Sebagai Laporan )
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah

3. -----------  A r s i p ----------

